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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER| NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
SELAKU
KETUA HARIAN BADAN PERTIMBANG AN TABUNG AN PERUMAHAN
PEGAW Al NEGERI SIPIL (RAPERTARUM-PNS],

Menimbang: a. bahwa uniuk meningkatkan akuniabliitas pelayanan Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil {TAPERUM-PNS}, perlu meiakukan
. evaluasi terhadap Keputusan Menteri Negara -Perumahan dan
Permukiman Selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 01/KPTS/TAPERUM-
PNS/M/1999 tentang Pemberian Jasa Tabungan Perumahan Bagi
Pegawai Negeri Sipll yang Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipl
Karena Pensiun atau Meninggal Dunia atau Sebab-Sebab
Lainnya dan Kepuiusan Menter Negara Perumahan dan
Permukiman Selaku Ketua Harian Badan Pertimbangan Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil Nomor 02/KPTS/TAPERUM-
PNS/M/1999 tentang Pemberian Baniuan Perumahan Kepada
Pegawai Negeri Sipll Golongan IV/a dan IV/b;

b. bohwa berdasarkan Kepuiusan Presiden Republik  indonesia
Nomor 14 Tahun 1993 sebagoimana telah divbah dengan
Keputusan Presiden Repubik Indonesia Nomor 46 Tahun 19%4
tentang Perubahan Afas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun
1993 tentong Tobungon Perumahan Pegawal Negeri Sipil,
pemberian fayanan banfuan  diprioritasken  hanya  diberikan
kepada Pegowai Negeri Sipii Golongan i, [ dan i, sera

‘

Pengembalian Tabungan diberikan sebesar pokok tabungan;



Mengingat:

Menetapkan :

1.

bahwa berdasarkan perfimbangan  sebagaimana  dimaksud
pada huruf b, pemberian layvanan bantuan kepada PNS. akfif
Golongan IV/a dan V/b seria pernberian jasa fabungan sebesar
12% kepada pensiunan PNS selama ini tidak memiliki dasar hukum
vang kuct; : i

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perdu meneiapkan Peraturan Menteri
Negeara Perumahan Rakyat Setaku Ketua Harion BAPERTARUM-PNS
tentang Pemberhentian Layanan Banfuan Kepada Golongan IV/a
dan IV/b serfa Pemberhention Pemberian Jasa Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil. '

Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 14 Tahun 1993
tentang Tabungan = Perumahan Pegawai  Neger  Sipll
sebagaimana telah diubah dengan Kepufusan Presiden Repubik
indonesia Nomor 44 Tahun 1994 tenfang Perubahan Afas
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 fentang Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Negara Perumachan Rakyai selaku Ketua
Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 13/PERMEN/M/2006 tfentang
Organisasi dan Tata Kerjo Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS
sebagaimana terakhir kall divbah dengan Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-
PNS Nomor 14/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua Alas
Perafuran Menteri Negara Perumahan Rakydt selaku Ketug
Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 13/PERMEN/M/2006 ientang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tefap BAPERTARUM-PNS
{Berifa Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

EPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA

HARIAN BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN =~ PERUMAHAN
PEGAWAI NEGERt SIPIL TENTANG PEMBERHENTIAN LAYANAN
BANTUAN KEPADA GOLONGAN [V/a DAN IV/b  SERTA
PEMBERHENTIAN  PEMBERIAN  JASA TABUNGAN PERUMAHAN
PECAWAI NEGERI SIPIL



Pasal 1

Dalam Peraturan inl yang dimaksud dengon:

1.

Pegawai Negeri Sipf! yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri
Sipll Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2
ayat (1) hurdf a jo. Ayat {2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaion vang felah divbah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 yang mengikuii Program TAPERUM-PNS. '

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipill yang selanjuinya  disebut
TAPERUM-PNS adalah Tabungan meialui ivran yang dipotong dari gaiji pokok
muasing-masing Pegawai Negeri Sipil yong ditujukan bagl peningkatan
kesejchteraan Pegawai Neger Sipil  dalam  bidang perumahan,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokcok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah divbah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, serta diatur pelaksanaannya dalam.
Kepuiusan Presiden Republk Indonesic Nomor 14 Tahun 1993 teniang
Tabungan Perumahan Pegawal Negeri Sipill sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1994,

Badan Perfimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Neger Sipil yang
selanjutnya disebut BAPERTARUM-PNS adalah Badan yang mempunyadi
tugas untuk mengelola dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil,

.sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik indonesia

Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawdi Negeri Sipil
yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 1994. : ’
Bantuan Uang Muka yang selanjutnya disingkat BUM adalah bantuan yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipi yang memenuhi ketentuan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Keputusan Presiden Republik
indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana felch diubah dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 1994, vang diberikan untuk membantu uang
muka pembelion rumah dengan fositas Kredit Pemilikan Rumah  (KPR)
melalui Bank Pelaksana, dilokasi manapun di sefuruh indonesia.

Bantuan Sebagian Biaya Membangun yang selanjuinya disebui BM adalah
bantuan yang diberikan kepada yang memenuhi kelfentuan, sebagaimand
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesio
Nomaor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumchan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 1994, vang diberikan untuk membantu sebagian biaya
membangun rumah diatas tanah hak milk sendiri dengan fasilitas Kredit

Pemilikan Rumah Swadaya (KPRS) melalui Bank Pelaksana, dilokasi
fempatnya bekerja. .

w



Pengembalian Tabungan Perumahan yang selanjutnya disebut PT adalah
pengembalian pokok tabungan perumanan tcnpa bunga kepada PNS
atau ahll warsnya, sebogaimana dimaksud dalam Pasal 9 Keputusan
Presiden Republik Indonesiac Nomor 14 Tahun 1993. tentang Tabungan
Perumahan Pegowai Negerl Sipll sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994, yang
diberkan kepada PNS yang tfelanh berhenti bekeria karena pensiun,
meninggal dunia atau sebab-sebdb lainnya.

Pasal .2

Pemberian layanan BUM dan BM bagi Golongan IV/a dan IV/b seria
pemberian jasa TAPERUM-PNS, dihentikan sementara sampai  ditetapkan
perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993
tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Republik iIndonesia Nomor 46 Tahun 1994 tentang

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil

(3)

Pasal 3

Permohonan BUM dan BM oleh PNS Golongan IV/a dan IV/b yang telah
digjukan kepada BAPERTARUM-PNS pada tanggal sebelum ditetapkannya
Peraturan ini, tetap diproses.

PT yang sedang dalam proses pembayaran di Bank Penyalur sebelum

diletapkan Perafuran ini, pembayaran PT tetap disertal dengan jaso
tabungan. '

Dalam hal Bank Penyalur belum dopat mengubah sistem penghitungan PT
dengan diserfal jasa tabungan, menjadi penghitungan PT fanpa jasa
fabungan, maka pembayaran PT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tetap dilayani sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009.

Pasai 4

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Pemnukiman Selaku Ketug
-Harian Badan Pertimbangan Tabungon Perumahan Pegawai Negeri Sipil

Nomor O1/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999 tentang Pemberian Jasa Tabungan
Perumahan Bagi Pegowai Negerl Sipil yang Berhenfi Sebagai Pegawai

Negeri Sipll Karena Pensiun afau Meninggal Dunia atau Sebab-Sebab
lLoinnya; dan :



2. Keputusan Menfetl Negara Perumahan dan Permukiman Selcku Ketug
Harian Badaon Perfimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
Nomor  02/KPTS/TAPERUM-PNS/M/1999  tentang Pembetian  Banfuan
Perumahan Kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan iV/a dan V/b,

dicabut dan dinyatakan fidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menterl ini mulal beriaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menter ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik indonesia.

Diteiapkan di Jakarta _
Padafanggal : 31 Agustus 2009
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